
DlREKSl 
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk. 

PERATURAN DlREKSl 

NO3 9 IPDICSD12011 

Tentang 

PEDOMAN KEBIJAKAN KEGIATAN INVESTOR RELATIONS 

DlREKSl PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk. 

Menimbang : a. bahwa dengan berubahnya status PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero)Tbk sebagai perusahaan terbuka, maka Bank telah 
membentuk unit kerja lnvestor Relations yang akan 
mengkomunikasikan informasi mengenai Bank serta Fakta Material 
dalam rangka keterbukaan Informasi. 

b. bahwa lnvestor Relations Bank juga berperan membangun dan 
mengelola hubungan bisnis dengan Komunitas Investor, sehingga 
dengan derr~ikian Komur~itas lnvestor dapat memahami dengan baik 
mengenai Bisnis ,Tata Kelola , Kinerja Keuangan dan Prospek 
Perusahaan 

c. bahwa di dalam melakukan aktivitas Komunikasi dengan Komunitas 
Pasar Modal dan Komunitas Investor, Bank memp~.~nyai kewajiban 
untuk memastikan bahwa seluruh komunikasi menyangkut Fakta 
Material dilakukan berdasarkan fakta, akurat, dapat dipercaya, dan 
sesuai dengan peraturan I perundangan yang berlaku yang dikeluarkan 
oleh otoritas Pasar Modal. Merupakan ha1 yang penting bahwa 
komunikasi harus dilakukan secara konsisten baik pada saat suasana 
baik atau buruk, diniana pengungkapan secara selektif harus dihindari 
setiap waktu. 

d. bahwa agar Unit lnvestor Relations dan Unit Kerja yang terkait lainnya 
memiliki acuan dan pedoman dalam melaksanakan aktivitas- 
aktivitasnya, lnvestor Relations membutuhkan suatu pedoman untuk 
mengatur : Kebijakan, Prosedur Kerja sehingga dapat diperoleh suatu 
standard tata laksana kerja yang mengacu pada praktek unggulan 
(best practices) dalam dunia usaha saat ini yang dituangkan kedalam 
Peraturan Direksi mengenai Pedoman Pelaksanaan lnvestor Relations. 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 
1998; 

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; 

3. Undang-Undang 110. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha IWilik 
Negara; 

4. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 

5. Peraturan Penierintali R.1. 110. 24 tahun 1992 tentang Penyesuaian 
Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan 
Perseroan (Persero); 

6. Peraturan Bapepam No. X.K.l, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam 
No. Kep-861PM11996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan 
lnformasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik; 

7. Peraturan Bapepam 110. IX.1.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam 
dan LK No. Kep-631PM11996 tanggal 17Januari 1996 tentang 
Pembentukan Sekretaris Perusahaan; 

8. Peraturan No. I-E, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep- 
3061BEJ107-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi; 

9. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP. 
29111VIBU12007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pemberhentian 
dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT. Bank Tabungan Negara; 

10. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum 
Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank 
Tabungan Negara IVomor 07, tanggal 12 Oktober 2009, yang telah 
disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
lndonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-49309.AH.01.02. tahun 
2009 tanggal 13 Oktober 2009; 

11. Ketetapan Direksi No. 351DIRIDPP12008 tentang Divisi Sekretariat 
Perusahaan; 

12. Peraturan Direksi No. 141PDIDSP12009 tanggal 14 Desember 2009 
tentang Penanganan Media Masa dan Pengaturan Juru Bicara PT. 
Bank Tabungan Negara (Persero); 

13. Peraturan Direksi No. 1 1 lPDICSD12010, tanggal 29 April 201 0 tentang 
Tata Cara Penyampaian lnformasi kepada Publik (selanjutnya disebut 
PD Tata Cara Penyampain lnformasi kepada Publik). 

Memperhati kan : Perseti~juan Direksi pada Memo No. 1001MICSDllRIV1112011, tanggal 01 
Juli 201 1, perihal Permohonan Persetujuan Prinsip Penerbitan Peraturan 
Direksi tentang Kebijakan Investor Relations. 






































